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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dengan memahami faktor 

pendukung dan penghambat pada pengembangan karir Pejabat Fungsional Analis 

Akuakultur di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta merumuskan strategi untuk 

mengoptimalkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskkriptif 

kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan 

telaah kebijakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pedoman PermenpanRB 

Nomor 1 Tahun 2023 yang berfokus pada kebijakan penyetaraan, penugasan, 

pengembangan kompetensi dan produktivitas kinerja serta menggunakan teori 

pengembangan karir Social Cognitive Career dengan melihat 2 (dua) faktor yaitu faktor 

kognitif terdiri dari keyakinan diri (Self-efficacy), harapan hasil (Outcome 

Expectation), tujuan karir (Personal Goal) dan faktor konteksial berupa dukungan dan 

hambatan eksternal. Hal ini terlihat bahwa implementasi pengembangan karir Pejabat 

Fungsional Analis Akuakultur telah berjalan cukup efektif seperti struktur organisasi 

yang lebih sederhana, adanya assessment center, penerapan manajemen talenta 

berbasis nine box, kesesuaian penilaian SKP dengan penugasan, serta tersedianya 

berbagai program pengembangan kompetensi. Adapun faktor penghambat yang masih 

ditemukannya beberapa kendala antara lain kurang optimalnya sosialisasi mekanisme 

kenaikan pangkat dan jabatan, terjadinya misscommunication dalam koordinasi 

penugasan, terdapatnya beban kerja, keterbatasan anggaran serta terbatasnya pelatihan 

teknis yang spesifik bagi Pejabat Fungsional Analis Akuakultur. berdasarkan temuan 

tersebut, penelitian ini merumuskan strategi dalam mengoptimalkan pengembangan 

karir, peningkatan kualitas pemetaan melalui assessment center, menyediakan 

pelatihan teknis sesuai kebutuhan, indikator produktivitas serta mengoptimalkan 

koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.  

Kata kunci: Pengembangan karir, Jabatan Fungsional Analis Akuakultur, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the implementation by understanding the supporting and 

inhibiting factors in the career development of Aquaculture Analyst Functional Officers 

at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and developing strategies to optimize 

it. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection 

techniques through interviews, documentation and policy reviews. This analysis was 

conducted using the guidelines of PermenpanRB Number 1 of 2023 which focuses on 

equalization policies, assignments, competency development and performance 

productivity and using the development of Social Cognitive Career theory by looking 

at 2 (two) factors, namely cognitive factors consisting of self-efficacy, outcome 

expectations, career goals (Personal Goals) and contextual factors in the form of 

external obstacles. This shows that the implementation of career development of 

Aquaculture Analyst Functional Officers has been running quite effectively such as a 

simpler organizational structure, the existence of an assessment center, the 

implementation of nine-box-based talent management, the suitability of SKP 

assessments with assignments, and the availability of various competency development 

programs. Several inhibiting factors were identified, including the suboptimal 

dissemination of promotion and position policies, miscommunication in assignment 

coordination, workload constraints, budget constraints, and limited specific technical 

training for Aquaculture Analyst Functional Officers. Based on these findings, this 

study developed strategies to optimize career development, improve mapping quality 

through assessment centers, provide technical training as needed, identify productivity 

indicators, and optimize coordination and communication in task execution. 

Keywords: Career development, Aquaculture Analyst Functional Position, Ministry of 

Maritime Affairs and Fisheries. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang menjelaskan bahwa ASN dibagi menjadi dua jenis profesi yaitu 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang diangkat 

secara tetap dalam menduduki pada jabatan pemerintahan. Sedangkan,  Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga negara yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Dari kedua 

jenis profesi tersebut memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan fungsi dari masing-masing jabatan. Selain itu, ASN memiliki hak dan 

kewajiban yang telah diatur dalam kebijakan tersebut seperti hak atas kesejahteraan, 

perlindungan, penghasilan hingga pengembangan karir yang dimiliki oleh setiap 

pegawainnya. Berikut diagram jumlah PNS dan PPPK di Indonesia:  

 

 

Grafik 1.  1 Jumlah pegawai PNS dan PPPK Tahun 2021 - 2025 

Sumber : Data Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2025 
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Di dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur 

Sipil Negara menjelaskan secara rinci mengenai pengembangan karir ASN. Pada 

kebijakan ini mengedepankan prinsip sistem merit sebagai dasar pelaksanaan 

manajemen pengembangan karir yang selaras dengan kebutuhan organisasi seperti 

penataan organisasi yang lebih efektif melalui penyederhanaan struktur organisasi.  

Penyederhanaan struktur organisasi pada Pengembangan karir ASN dilakukan 

dengan menekankan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. 

Dalam melalukan proses pengembangan karir dilakukan melalui mutasi, promosi 

dan penugasan khusus sesuai dengan rencana pengembangan karir dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan melalui penempatan ASN berdasarkan pola 

karir, bentuk pengembangan karir, waktu pelaksanaan, prosedur serta mekanisme 

pengisian jabatan  yang harus disusun secara terstruktur di dalam organisasi, hal 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas ASN secara 

berkelanjutan serta menciptakan tata kelola pemerintah yang menjadi lebih baik.  

Pengembangan karir menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga 

mencakup pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari karir ASN. Setiap pegawai ASN diwajibkan untuk melakukan 

pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis 

sebagai upaya meningkatan  profesionalisme dan kualitas pelayanan publik yang 

diberikan. Hal tersebut menunjukan bahwa pengembangan kompetensi tidak hanya 

menjadi tanggung jawab individu saja, namun pihak organisasi juga menjadi bagian 

dari pengelolaan SDM dalam memberikan peningkatan kompetensi yang dimiliki 

pegawainya agar menjadi berkualitas.  

Seiring dengan perkembangan zaman, tata kelola pemerintah di Indonesia 

mengalami berbagai perubahan dan harus terus beradaptasi untuk menghadapi 

tantangan yang semakin kompleks. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

beliau memberikan perintah untuk membuat  kebijakan reformasi birokrasi yang 
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bertujuan menjawab segala tantangan yang terjadi sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010-2025 pada pasal 2 

(dua) tentang melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang baik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk melakukan 

reformasi birokrasi adalah penyederhanaan struktur organisasi melalui penyetaraan 

jabatan hal tersebut dilakukan agar birokrasi dapat dinilai lebih dinamis dan cepat 

untuk melakukan sebuah proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan 

publik.  

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Kementerian pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melakukan arahan tersebut melalui 

pembuatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan Jabatan 

Administrasi kedalam Jabatan Fungsional yang mengedepankan kompetensi teknis 

dan keahlian khusus. Dalam kebijakan tersebut, KemenpanRB memberikan arahan 

untuk setiap Kementerian, Lembaga dan Daerah untuk melakukan penerapan 

kebijakan penyetaraan Jabatan Fungsional. Kebijakan penyetaraan juga diperkuat 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS yang 

menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan karir Jabatan Fungsional 

yang terkena dampak penyetaraan.  Berikut tabel penyetaraan Jabatan Administrasi 

ke dalam Jabatan Fungsional:  

Tabel 1. 1 

 Penyetaraan Jabatan 

Sebelum Penyetaraan Sesudah Penyetaraan  

Administrator (Struktural 

Eselon III) 

JF Ahli Madya  

Pegawas (Struktural Eselon 
IV) 

JF Ahli Muda  

Pelaksana (Struktural Eselon  

V)  

JF Ahli Pertama  

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

17 Tahun 2021 pasal 4 ayat 1, 2021 
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 Berdasarkan data tersebut jabatan yang paling banyak terkena dampak 

penyetaraan yaitu Pejabat Fungsional Tertentu. Hal tersebut terjadi karena Pejabat 

Fungsional Tertentu memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas teknis yang 

spesifik dan kompleks, sehingga penyederhanaan melalui penyetaraan jabatan 

berpengaruh langsung pada pengembangan karir  khususnya pada kompetensi PNS, 

karena Pejabat Fungsional Tertentu memiliki keterampilan khusus dan perlu adanya 

penyesuaian peran dan tanggung jawab. Nantinya, ASN yang menduduki jabatan 

tersebut perlu dilakukannya pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja 

masing-masing. 

Sejalan dengan kebijakan penyetaraan, pengembangan karir pada Pejabat 

Fungsional Tertentu dilakukan melalui pengangkatan, pengelolaan kinerja, promosi 

dan kenaikan jenjang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 1 tahun 2023 Tentang 

Jabatan Fungsional yang merupakan kebijakan baru dari Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 

13 Tahun 2019, kebijakan baru ini memberikan landasan hukum yang jelas dan 

terukur dalam pengelolaan pengembangan karir serta penyetaraan yang terjadi pada 

Jabatan Fungsional. Sehingga peraturan ini sejalan dengan kebijakan penyetaran 

jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintahan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 

17 Tahun 2021.  

Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 memiliki beberapa perubahan peraturan dari 

sebelumnya, yang pertama pengelolaan Jabatan Fungsional yang sebelumnya 

berbasis pada butir kegiatan  sudah tidak lagi digunakan dalam melaksanakan 

kegiatan tugas yang dijalaninya. Akan tetapi butir kegiatan pada peraturan baru 

tersebut disederhanakan menjadi ruang lingkup kegiatan dan berorientasi pada 

ekspektasi kinerja.  
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2023 menghapus penggunaan Daftar Usulan Angka Kredit 

(DUPAK) dalam mekanisme penilaian angka kredit bagi pegawai pada jabatan 

fungsional. Perhitungan angka kredit kini dilakukan berdasarkan predikat kinerja 

yang diperoleh dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan dan konversi 

sesuai jenjang jabatan fungsional serta penilaian langsung dari atasan. Selain itu, 

perubahan pada pengelolaan pengembangan kompetensi yang kini lebih terfokus 

dan sistematis melalui penyusunan kamus kompetensi dan standar kompetensi yang 

disusun oleh instansi pembina. Instansi pembina diberikan tugas untuk merancang 

program pelatihan, pembinaan, dan uji kompetensi untuk mendukung 

pengembangan karier pegawai fungsional secara berkelanjutan dan terukur.  

Salah satu instansi pemerintah yang melakukan kebijakan penyetaraan Jabatan 

Fungsional yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional seperti 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut telah dintegrasikan 

kedalam Rencana Kerja yang menekankan penyederhanaan struktur organisasi 

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang dinamis khususnya pada sektor  

kelautan dan perikanan. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu  

Kementerian teknis yang memiliki tanggung jawab pengelolan perikanan di 

Indonesia. KKP memiliki 9 (Sembilan) unit eselon 1 (satu) teknis yang memiliki 

tugas dan fungsi spesifik, salah satunya eselon 1 teknis adalah Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya (DJPB) yang memiliki peran dalam mengembangkan sektor 

perikanan budi daya di Indonesia serta bertugas dalam merumuskan kebijakan, 

pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya 

perikanan budi daya yang berkelanjutan. saat ini DJPB dipimpin oleh direktur 

jenderal yang merupakan Penjabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Dr Tb. Haeru 

Rahayu, A. Pi., M. Sc. Dalam melaksanakan berbagai tugas, pegawai Direktorat 
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Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki kompetensi dan kinerja yang 

berkualitas dan profesional agar mencapai tujuan serta visi misi dari Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.  

 

 

Grafik 1.  2 Data Pegawai Jabatan Fungsional Seblum adanya penyetaraan 
Sumber: Data Pegawai Direktorat Jenderal Perkanan Budi Daya Kementeriam Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, 2020 

 

Sebelum adanya kebijakan penyetaraan, jumlah Pejabat Fungsional di Direktorat 

Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelatan dan Perikanan pada tahun 2020 

sekitar 1.214 Pegawai PNS yang terbagi menjadi 2 (dua) Jenis yaitu Jabatan 

Fungsional Tertentu mencapai 61% atau sekitar 735 pegawai dan Jabatan Fungsional 

Umum mencapai 39% atau sekitar 479 pegawai.   

 

 

 

 

 

 

61%

39%

Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum
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Grafik 1.  3 Data Pegawau Jabatan Fungsional  
Sumber: Data pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2025 

 

Namun,  jumlah data pegawai pada Jabatan Fungsional yang ada di Direktorat 

Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) pada tahun 2025 mengalami penurunan 

pegawai sekitar 124 Pejabat Fungsional menjadi 1.090 pegawai. Penurunan pegawai 

tersebut terjadi pada bagian Jabatan Fungsional Umum sebesar 152 pegawai 

menjadi 327 pegawai  atau sekitar 31%. Penurunan pegawai tersebut terjadi karena 

adanya perpindahan pegawai, pensiun dan adanya penundaan atau menghentikan 

sementera rekrutmen CPNS. Sedangkan, Pada Jabatan Fungsional Tertentu  

mengalami peningkatan sebesar 8% sejumlah 28 pegawai menjadi  763 pegawai 

sekitar 69% dari total keseluruhan Pejabat Fungsional di DJPB KKP 

Di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya memiliki berbagai 

jenis Jabatan Fungsional lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. Namun, terdapat satu jabatan yang secara khusus hanya berada pada  

Direktorat Jenderal ini, yaitu Pejabat Fungsional Analis Akuakultur yang memiliki 

peran khusus yang berkaitan dengan perikanan budi daya seperti melakukan 

persiapan dan pengelolaan perikanan serta evaluasi dan rekomendasi hasil analisis 

pengelolaan perikanan budidaya. selain itu, jabatan ini memiliki fungsi dalam 

melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan kawasan dan lingkunagan 

Jabatan 
Fungsional 

Umum 
31%

Jabatan 
Fungsional 
Tertentu 

69%
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perikanan budidaya, pakan ikan, serta produksi dan pasca produksi perikanan 

budidaya  

Pada Kebijakan Penyetaraan jabatan memberikan dampak bagi Pejabat 

Fungsional Analis Akuakultur. Hal ini disebabkan karena Jabatan tersebut 

merupakan Jabatan Fungsional yang secara langsung terdampak signifikan 

dikarenakan adanya implementasi kebijakan penyetaraan seperti pada perubahan 

tugas dan tanggung jawab pegawainya. Oleh sebab itu Pejabat Fungsional Analis 

Akuakultur perlu menyesuaikan diri dan beradaptasi dari perubahan kebijakan ini 

Sebelum adanya kebijakan penyetaraan jabatan, Pejabat Fumgsional Analis 

Akuakultur diwajibkan untuk memenuhi dokumen angka kredit sebagai persyaratan 

kenaikan jenjang jabatan sehingga hal tersebut akan memberikan peningkatan pada 

produktivitas kinerjanya. Namun setelah kebijakan penyederhanaan birokrasi 

melalui penyetaraan jabatan mengalami beberapa perubahan seperti tidak lagi 

bergantung pada dokumen angka kredit melainkan penilaian Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) melalui capaian organisasi dan persyaratan mengikuti Uji 

Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. Selain itu,  untuk menunjang 

pengembangan karirnya, pada tahun 2024 Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMAO) membuat panduan dalam melakukan penyusunan HCDP 

(Human Capital Development Plan) dan TNA (Training Need Analsys) dan talent 

analisis yang bertujuan untuk melihat gap kompetensi yang dimiliki pegawai 

melalui Assesment Center dalam menentukan pengembangan kompetensi yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, nantinya pegawai akan diberikan pelatihan 

yang sesuai dengan kesenjangan yang dimiliki Pejabat Fungsional Analis 

Akuakultur. 
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Tabel 1.  2  

Jumlah Pegawai Analis Akuakultur Tahun 2024 – 2025 

No. Unit Kerja  2024 Jml

h 

2025 Jml

h Ahli Ahli 

P  Mu  Ma U  P Mu Ma U 

PUSAT  

1. Sekretariat Direktorat 

Jenderal Perikanan Budi 
Daya 

  1  1   1  1 

2. Direktorat Ikan Air Laut  5 2 3 1 11 5 2 3 1 11 

3. Direktorat Rumput Laut  2 7 4  13 6 2 4  12 

4. Direktorat Ikan Air 
Tawar 

2 5 2 1 10 5 5 3 1 14 

5. Direktorat Ikan Air 

Payau 

3 8 2  13 2 6  1 9 

6. BBPBAP Jepara 4 10 1  15 6 10 1  17 

7. BBPBL Lampung 5 11 6  22 6 11 6  23 

8. BBPBAT Sukabumi 3 7 9  19 4 8 10  22 

9. Direktorat Prasarana 

dan Sarana  

1 7 1  9 1 7 1  9 

10. BPBAP Situbondo 2 5 12  19 4 7 12  23 

11. BPBAP Takalar 4 19 3  26 4 19 4  27 

12. BPBAT Jambi 8 8 8  24  7 6 7  20 

13. BPBAT Mandiangin 6 13 7  26 6 13 7  26 

14. BPBL Batam 3 6 9  18 3 6 8  17 

15. BPBL Lombok  3 4 4  11 3 4 4  11 

16. BPBL Ambon  1 7 8  16 1 5 8  14 

17. BPBAP Ujung Bate 5 8 1  14 6 8 1  15 

18. BPBAT Tatelu 3 8 4  15 3 8 3  14 

19. BLUPPB Karawang  1 10 4  15 3 9 4  16 

20. BLPIUUKK Bali  2 5 2  9 3 5 1  9 

21. BPKIL Serang  1 1  2  1 1  2 

 Total  63 151 92 2 308 70 142 89  3 312 

Total: 308 Pegawai Tahun 2024 Total: 312 Pegawai  tahun 2025 
Keteranagan: 

a. P : Pertama  

b. Mu : Muda  

 

c. Ma : Madya  

d. U : Utama  

 

 

e. Biru (Peningkatan Jumlah Pegawai) 

f. Orange (Penurunan Jumlah Pegawai  

Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan 
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DJPB  memiliki Pejabat Fungsional Analis Akuakultur di beberapa bagian yang 

terdiri atas unit kerja pusat dan UPT, untuk pusat terdiri atas Sekretaris Jenderal dan 

5 Direktorat yang berbasis pada matra, kemudian unit pelaksana di DJPB terdiri atas 

balai besar setingkat eselon II, dan balai setingkat eselon III dan 12 eselon III. 

Pada Tahun 2024, jumlah total keseluruhan pegawai Analis Akuakultur sebesar 

308 pegawai yang terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, dan didominasikan pada 

tingkatan Pejabat Fungsional Ahli Muda sejumlah 151 pegawai. Sedangkan pada 

tahun 2025, jumlah keseluruhan pegawai Analis Akuakultur mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 312 pegawai atau bertambah 

sekitar 4 Pejabat Fungsional Analis Akuakultur. Meskipun, dari tabel tersebut 

terlihat adanya penurunan jumlah pegawai pada bagian unit kerja Direktorat 

Rumput Laut, Direktorat Ikan Air Payau, BPBAT Jambi, BPBL Batam, BPBL 

Ambon, dan BPBAT Tatelu. Perubahan jumlah pegawai ini terjadi disebabkan 

adanya  promosi berupa kenaikan satu jenjang jabatan, mutasi seperti perpindahan 

pegawai antar unit kerja atau instansi, pensiun dan moratorium SDM seperti 

menunda atau menghentikan sementara rekrutmen CPNS.  

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan penyederhanaan birokrasi 

melalui penyetaraan Jabatan. Kebijakan tersebut dilaksanakan sejalan dengan 

PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 untuk menghadapi dinamika birokrasi 

pemerintahan. Berikut jumlah pegawai yang disetarakan kedalam Jabatan 

Fungsional Tertenttu: 

Tabel 1.  3  
Jumlah pegawai Analis Akuakultur yang disetarakan kedalam Jabatan Fungsional 

Sebelum Penyetaraan  Jumlah Pegawai Sesudah Penyetaraan 

Kepala Subdirektorat (Eselon 

III)  

13  Analis Akuakultur Ahli Madya  

Kepala Seksi (Eselon IV)  40 Analis Akuakultur Ahli Muda  

Total Keseluruhan 53 Pegawai 
Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020 
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Berdasarkan data dari DJPB KKP pada Jabatan Analis Akuakultur terdapat 53 

pegawai yang terkena dampak penyetaraan Jabatan. Pada Jabatan bagian 

Administrator  sebanyak 13 dan Pengawas sebanyak 40 pegawai. Rata-rata pegawai 

yang terkena penyetaraan merupakan pegawai Jabatan Struktural yang menjabat 

sebagai Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi. Dikarenaka tugas dari kepala 

Subdirektur dan Kepala Seksi memiliki tugas yang hampir sama dengan tugas 

Jabatan Fungsional seperti kegiatan dilapangan, analisis data, dan penyusunan 

laporan. Namun dari jabatan tersebut masih memiliki perbedaan pada 

tanggungjawab dan lingkup wewenangnya. 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian pada tanggal 29 September 2025 

dengan Kepala Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Direktorat 

Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan 

bahwa kebijakan penyetaraan pada PermenpanRB Nomor  1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional yang sejalan dengan kebijakan penyetaraan menimbulkan  

dampak yang dirasakan oleh Pejabat Fungsional Analis Akuakultur yang terkena 

penyetaraan jabatan seperti penyesuaian peran dan tanggung jawab yang 

mempengaruhi pola tugas, kenaikan jabatan dan produktivitas kinerja yang dapat 

mempengaruhi pengembangan karir Pejabat Fungsional Analis Akuakultur.  

Pada dasarnya kebijakan Permenpan nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan 

Fungsional memberikan kemudahan dalam mekanisme pengumpulan Angak Kredit, 

dimana Pejabat Fungsional Analis Akuakultur tidak lagi diwajibkan dalam 

pengumpulan DUPAK, sehingga kenaikan jabatan menjadi lebih sederhana. Akan 

tetapi dibalik kemudahan tersebut muncul permasalahan yang cukup penting seperti 

yang terjadi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) dimana sebelum 

adanya kebijakan tersebut,  Pejabat Fungsional Analis Akuakultur memiliki 

kewajiban pengumpulan DUPAK untuk mendapatkan angka kredit setiap tahunnya 

salah satunya seperti pembuatan karya ilmiah untuk mendapatkan nilai tinggi pada 

DUPAK. Namun setelah adanya kebijakan tersebut secara tidak langsung akan 
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menimbulkan permasalahan pada produktivitas kinerja Jabatan Fungsional karena 

sudah tidak ada lagi kewajiban dalam pengumpulan DUPAK seperti penuliasan 

karya ilmiah yang secara tidak langsung dapat mendorong Pejabat Fungsional 

Analis Akuakultur untuk mengembangkan kompetensi serta meningkatkan 

produktivitas kinerjanya. Disamping itu, kebijkan penyetaraan jabatan juga 

menimbulkan adanya penumpukan disalah satu jenjang jabatan tertentu yang 

disebabkan oleh kebijakan penyetaraan jabatan.  

Selain itu, menurut Narasumber berdasarkan hasil pra penelitian wawancara 

mengatakan bahwa kebijakan penyetaraan yang sejalan dengan PermenpanRB 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional  membawa perubahan pada pola 

hirarki penugan di lingkungan DJPB Pejabat Fungsional Analis Akuakultur.  

Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, pada saat melakukan disposisi, pimpinan 

unit kerja memberikan perintah tugas secara hirarki dari atasan ke kebawahan 

mengenai tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan arahan pimpinan, berikut grafik 

hirarki dalam disposisi tugas:  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.  4 Hirarki Disposisi sebelum kebijakan penyetaraan 

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Hasil Pra Penelitian 

 

Dari grafik 1.1 disposisi pemberian tugas dilakukan secara hirarki dimana pimpinan 

tinggi menyampaikan perintah tugas kepada Kepala Subdirektorat kemudian 

diteruskan kepada Kepala Seksi dan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat 

Fungsional. Hal tersebut dilakukan adanya alur perintah yang jelas serta pembagian 

Jabatan Pimpinan Tinggi 

Kepala Subdirektorat 

Kepala Seksi 

Pelaksana/Pejabat Fungsional 
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kewenangan yamg terstruktur sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk 

memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan oleh Pimpinan Tinggi. pola 

penugasan ini menunjukan adanya alur koordinasi yang jelas serta pembagian tugas 

secara terstruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.  5 Hirarki Disposisi Setelah Kebijakan Penyetaraan 

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Hasil Pra Penelitian 

 

Namun setelah diberlakukannya kebijakan penyetaraan jabatan memberikan 

perubahan pada hirarki penugas yang dimana  perintah yang bersifat hirarki tidak 

lagi sepenuhnya diterapkan dalam pemberian tugas. Terlihat dari grafik 1.2 bahwa 

Pimpinan Tinggi Pratama dapat secara langsung memberikan perintah kepada Ketua 

Tim Kerja dan diteruskan kepada Pejabat Fungsional dalam melaksanakan 

tugasnya, bahkan Pimpinan Tinggi Pratama juga dapat memberikan perintah secara 

langsung kepada Pejabat Fungsional tanpa melalui Ketua Tim Kerja. hal ini dinilai 

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja organisasi. Perubahan hirarki 

penugas ini sangat berbeda dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dengan 

tujuan untuk mempercepat proses dalam penyelesaian tugasnya. Akan tetapi, 

perubahan hirarki penugasan dapat menimbulkan penurunan tingkat kepatuhan 

pegawai  terhadap alur koordinasi yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan 

pelaksanaan tugas menjadi kurang terkoordinasi dan berpotensi terjadinya 

Jabatan Pimpinan Tinggi 

Ketua Tim Kerja 

Pelaksana/Pejabat 

Fungsional 

Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja 

Pelaksana/ Pejabat 

Fungsional 
Pelaksana/Pejabat 

Fungsional 
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ketidakjelasan komunikasi dalam proses penyelesaian tugas serta berpotensi adanya 

misscommunication antar Jabatan Fungsional. Permasalahn tersebut akan 

berdampak langsung pada penurunan produktivitas kinerja Jabatan Fungsional 

Analis Akuakultur karena proses kerja yang tidak berjalan optimal dan tidak sesuai 

dengan mekanisme yang  seharusnya.  

Selanjutnya, menurut narasumber permasalahan terakhir yang terjadi di DJPB 

KKP pada kebijakan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan 

Fungsional memberikan dampak terhadap perubahan pada tugas dan fungsi Instansi 

Pembina seperti menyusun pedoman formasi jabatan, kamus kompetensi, standar 

kompetensi, serta  peraturan yang berkaitaan dengan pengembangan kompetensi 

pegawai. Akan tetapi, kamus kompetensi yang seharusnya menjadi acuan dalam 

pengembangan karir dan peningkatan kompetensi pegawai belum tergambarkan 

dengan jelas antara jenis kebutuhan sertifikasi atau pelatihan dengan kompetensi 

yang dibutuhkan secara komprehensif. di DJPB KKP sehingga permasalahn tersebut 

akan memberikan dampak terhadap pengembangan karir Pejabat Fungsional Analis 

Akuakultur yang dapat menyebabkan pengembangan kompetnsi menjadi kurang 

terarah  serta kesulitan dalam menentukan jenis pelatihan atau pengembangan 

kompetensi yang relevan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional.  

Kondisi permasalahan diatas sejalan dengan penelitian Tunsiah (2023) yang 

berjudul “Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pengembangan Karir Pejabat 

Fungsional pada Instansi Pemerintah”. Memberikan penjelasan bahwa kebijakan 

tersebut membawa perubahan utama yang dirasakan pegawai seperti pengaturan 

Angka Kredit  yang memiliki dampak berbeda seperti penilaian kinerja berbasis 

SKP lebih menguntungkan bagi pejabat yang sulit mengumpulkan bukti kerja, 

namun merugikan mereka yang rutin mengumpulkan Angka Kredit, serta 

menghilangkan kewajiban pengembangan kompetensi pada pengangkatan pertama 

sehingga menimbulkan kesenjangan kompetensi.  
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Lebih lanjut, pada penelitian yang dibuat oleh VO, Sakinah (2025) yang 

berjudul “Analisis Pengembangan Karir Pegawai Pasca Pelaksanaan Kebijakan 

Penyetaraan Jabatan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan” 

menemukan hasil bahwa pegawai yang berada di Badan Pusat Statistik Sumatra 

Selatan yang mengalami dampak penyetaraan jabatan bahwa beban kerja yang 

berlebihan akan menghambat pengembangan karir pegawai selain itu, kurangnya 

informasi untuk kenaikan jabatan serta uji kompetensi sebagai persyaratan kenaikan 

jabatan.  

Dalam penelitian lain juga yang dibuat oleh Sanjaya dan Darma (2023) 

membahas mengenai kebijakan penyetaraan berjudul “Lika Liku Pengembangan 

Karir Pasca Penyetaraan Jabatan Pegawai Negeri Sipil” penelitian tersebut 

menunjukan beberapa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

jabatan fungsional belum berjalan optimal. Jabatan fungsional masih banyak yang 

tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai, dan rata-rata pegawai yang 

terkena penyetaraan belum memahami uraian tugas dalam sistem kerja tersebut. 

Selain itu, belum ada pengembangan karir khusus bagi pegawai terdampak, serta 

pola pengembangan karir untuk jabatan fungsional, terutama jenis jabatan baru, 

belum diatur secara lengkap. 

Dengan demikian, latar belakang ini menjelaskan tentang adanya Perubahan 

sistem pengelolaan jabatan fungsional melalui kebijakan penyetaraan jabatan dan 

diikuti dengan kebijakan PermenpanRB yang membawa dampak terhadap 

pengembangan karir Pejabat Fungsional Analis Akuakultur di DJPB KKP. 

Khususnya bagi pegawai yang terkena dampak penyetaraan perlu adanya adaptasi 

serta perubahan-perubahan lainnya. Seperti produktivitras kinerja dan 

pengembangan kompetensi yang tidak sesuai setelah adanya kebijakan ini. 

Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi 

birokrasi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang dihadapinya. 
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Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara harapan kebijakan dengan 

kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Di satu sisi, pemerintah menginginkan ASN 

yang adaptif dan berorientasi pada kinerja, namun di sisi lain masih terdapat 

hambatan dalam penerapan kebijakan baru yang berpengaruh terhadap 

pengembangan karir Jabatan Fungsional. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam, 

terutama pada instansi seperti Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjadi salah satu lembaga pelaksana 

kebijakan tersebut. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

judul “Analisis Implementasi Pengembanga Karir Jabatan Analis Akuakultur 

Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti menentukan rumusan masalah yang 

akan didalami dalam penelitian ini adalah  

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan 

karir Jabatan Fungsional Analis Akuakultur di Kementerian Kelautan dan 

Perikanan?  

2. Bagaimana strategi implementasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional 

Analis Akuakultur di Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan optimal? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya  

pengambangan karir Jabatan Fungsional Analis Akuakultur di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 
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2. Untuk menawarkan strategi agar implementasi pengembangan karir Jabatan 

Fungsional Analis Akuakultur di Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan 

optimal. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

a. Penelitian ini bermanfaat bagi akademis sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan pada bidang administrasi publik khususnya Kebijakan 

Penyetaraan Jabatan pada Pengembangan Karir Jabatan Fungsional agar 

dapat dikaji lebih mendalam untuk keperluan pengajaran di level pendidikan 

tinggi.  

b. Menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk dimasa mendatang dalam 

melakukan kajian terkait Kebijakan Penyetaraan Jabatan pada 

Pengembangan Karir Jabatan Fungsional.  

 

2. Manfaat Praktisi 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui gambaran sebenarnya terkait 

implementasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Analis Akuakultur di  

Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian ilmiah oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap implementasi pengembangan 

karir khususnya Jabatan Fungsional Analis Akuakultur.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian yang mencangkup penyajian data, 

analisis pembahasan, serta sintesis pemecahan masalah data disimpulakan bahwa 

implementasi pengembangan karir pada Pejabat Fungsional Analis Akuakultur di 

Kementerian Kelautan dan Perikan telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini 

terlihat pada faktor pendukung dan penghambat berdasarkan Kebijakan 

PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 terkait penyetaraan jabatan, penugasan, 

pengembangan kompetensi dan produktivitas dan dikaitkan dengan Teori Social 

Cognitive Career Theory yang meliputi 2 faktor yaitu kognitif berupa keyakinan 

diri (self-efficacy), harapan hasil (outcome expectations) dan tujuan karir (personal 

goal). Aspek faktor pendukung implementasi pengembangan karir bagi Pejabat 

Fungsional Analis Akuakultur adalah Struktur organisasi menjadi sederhana, 

memiliki SKHK sebagai acuan kinerja, memiliki assessment center dalam 

mengetahui kesenjangan kompetensi, penerapan manajemen talenta berbasis nine 

box dalam memetakan pegawai, penilaian SKP yang inline  dengan capaian target 

kinerja dengan penugasan, adanya hak jaminan kesejahteraan dan hak istimewa, 

kemudian memiliki kebijakan PermenKP Nomor 44 tahun 2022 sebagai acuan 

Pengembangan Kompetensi di lingkungan KKP RI serta pengembangan 

kompetensi yang disediakan oleh BPSDMKP bebasis daring melalui aplikasi E-

milea.  

Namun aspek faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 

pengembangan karir bagi Pejabat Fungsional Analis Akuakulur berupa kurangnya 

optimalnya sosialisasi terkait kenaikan pangkat maupun jabatan, terjadinya 

misscommunication saat melakukan koordinasi penugasan, beban kerja yang tidak 

sesuai, sistem penganggaran yang terbatas, terbatasnya jumlah pelatihan teknis, 
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pemetaan kompetensi masih banyak menggunakan self-assesment sehingga 

kurang objektif dalam menentukan pelatihan, belum memiliki alat ukur khusus 

untuk melihat tingkat produktivitas, tingkat kelulusan uji kompetensi yang rendah 

disebabkan kurangnya pelatihan pembekalan, adanya penilaian subjektivitas  serta 

ketidakadilan pegawai yang memiliki masa pengabdian lebih panjang.  

Untuk mengoptimalkan implementasi pengembangan karir pada Pejabat 

Fungsional Analis Akuakultur pasca kebijakan penyetaraan jabatan yang sejalan 

dengan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023, peneliti merumuskan strategi SWOT 

yaitu pada Strategi SO (Strengths-Opportunities), diperlukannya pemanfaatan 

manajemen talenta dan assessment cemter untuk mendukung pengembangan karir, 

Mengoptimalkan Program Pelatihan BPSDMKP melalui Corporate University dan 

E-Milea sesuai dengan  PermenKP Nomor 44 Tahun 2022 . Pada strategi WO 

(Weakness-Opportunities), memanfaatkan Corporate University dan pelatihan 

BPSDMKP sebagai pembekalan Uji kompetensi,, Mengoptimalkan sistem 

pengembangan karir berbasis sistem merit pasca reformasi birokrasi dengan 

memberikan jalur karir sesuai masa pengabdian pegawai, Menyediakan  dukungan 

anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penugasan dan 

pelatihan. Pada ST (Strengths-Threats), mengembangkan suber daya internal dan 

BPSDMKP dalam memberikan penambahan pelatihan teknis, Mengintegrasikan 

kreativitas dan inovasi kedalam indikator penilaian SKP. Pada WT (Weakness-

Threats), Melakukan penguatan sosialisasi melalui coaching dan consuling tekait 

pengembangan karir, Menyusunan dan mengembangan alat ukur  produktivitas 

pegawai seperti Key Performance Indicators (KPI) yang disesuaikan dengan tugas 

dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur. 

B. Saran  

1. Pihak Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya perlu berkoordinasi dengan 

Biro Perencana dalam melakukan penyesuaian sistem anggaran secara 
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nasional agar lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan 

profesionalisme Pejabat Fungsional. Kebijakan pengganggaran perlu 

mendukung  kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan peta 

jabatan, sehingga dapat mendukung pengembangan karir bagi Pejabat 

Fungsional Analis Akuakultur secara berkelanjutan.  

2. Pihak Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya perlu bekerja sama dengan 

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk mengoptimalkan Human 

Capital Development Planning (HCDP) dan Training Needs Analysis (TNA) 

sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai pada 

setiap jenjang jabatan. Sebelum melakukan hal tersebut, perlu dilakukan 

penetapan unit kompetensi yang jelas untuk masing-masing jabatan sehingga 

kebutuhan pengembangan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan hasil 

pemetaan tersebut, organisasi dapat menentukan jenis pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan pegawai serta melakukan evaluasi kembalu pada 

perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan beban 

kerja dari masing-masing unit kerja  

3. Pihak Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkoordinasi dengan Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan (BPSDMKP) dalam meningkatkan program pengembangan 

kompetensi melalui penyedian pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan 

bidang jabatanya masing-masing, sehingga pelatihan tidak hanya berfokus 

pada pengetahuan teoritis saja tetapi perlu adanya pelatiahan teknis secara 

langsung agar meningkatkan pengembangan kompetensi teknis dan 

memahami kondisi kerja secara komprehensif serta pelatihan pembekalan 

untuk Pejabat Fungsional Analis Akuakultur yang akan menghadapi Uji 

Kompetensi sebagai salah satu persyaratan kenaikan jenjang jabatan. 
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